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ABSTRAK 

 

Polisi memiliki tugas yang  penting dalam melakukan penanggulangan 

terhadap suatu tindak pidana, salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

di dalam masyarakat. Apabila anggota kepolisian bertugas tidak berlandaskan 

Pancasila, UUD NRI  1945 dan Undang-Undang yang berlaku maka akan dapat 

terjerumus dalam lingkaran setan penyalahgunaan narkotika tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Non-Penal dalam merehabilitasi bagi anggota 

Polri pecandu narkotika dan mengetahui aplikasi kebijakan non-penal dalam 

merehabilitasi anggota polri yang menjadi pecandu narkotika. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris 

 Polda Jawa Tengah melalui Kapolda Irjen Pol Condro Kirono  

mengungkapkan bahwa memiliki gagasan dalam menanggulangi tindak pidana 

narkortika yang dilakukan anggota polisi di lingkungan Polda Jawa Tengah, melalui 

program  “Kupeduli Narkoba”. dasar dikeluarkannya ide atau gagasan tersebut 

berlandaskan pada Peraturan bersama No.1 tahun 2014 dan No. 01/III/2014/BNN 

tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke 

dalam lembaga rehabilitasi, dalam peraturan ini telah disebutkan beberapa kerjasama 

yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti MA, Menteri Hukum dan HAM, 

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian, dan BNN. Peraturan 

bersama tersebut merujuk pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009. Dalam 

pelaksanannya Polda Jawa Tengah baru menerbitkan Nota Dinas dan Surat 

PerintahPelaksanaan Rehabilitasi di RS. Bhayangkara sebagai dasar menjalankan 

program dan menjalin koordinasi antar lembaga pada program “Kupeduli Narkoba” 

tersebut. 
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